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LAMPIRAN LAMPIRAN 

 

1. Undang-undang Perceraian Status Personal Mesir 
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Terjemahan Pasal-Pasal Relevan Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 

tentang Sebagian Ketentuan Status Personal Mesir 

1. Pasal 1 

Talak orang yang mabuk dan orang yang dipaksa tidak jatuh. 

2. Pasal 2 

Talak yang digantungkan pada suatu syarat tidak jatuh apabila 

maksudnya hanya untuk mendorong seseorang melakukan sesuatu 

atau meninggalkan sesuatu. 

3. Pasal 3 

Talak yang disertai bilangan, baik dengan ucapan maupun isyarat, 

tidak jatuh kecuali sebagai satu talak. 

4. Pasal 4 

Lafaz kināyah talak, yaitu lafaz yang dapat mengandung makna talak 

dan makna lainnya, tidak menyebabkan jatuhnya talak kecuali 

disertai niat. 

5. Pasal 5 

Setiap talak pada dasarnya jatuh sebagai talak raj‘i, kecuali talak 

yang menyempurnakan tiga talak, talak yang terjadi sebelum 

hubungan suami istri, talak dengan tebusan atau harta, serta talak 

yang menurut undang-undang ini dan Undang-Undang No. 25 Tahun 

1920 dinyatakan sebagai talak ba’in. 

6. Pasal 6 

Apabila istri mengadukan bahwa suami telah menimbulkan mudarat 

kepadanya sehingga kehidupan rumah tangga di antara keduanya 

tidak dapat dipertahankan sebagaimana layaknya, maka istri dapat 

meminta kepada hakim agar keduanya dipisahkan. Apabila mudarat 

tersebut terbukti dan upaya perdamaian tidak berhasil, hakim 

menjatuhkan talak ba’in. Apabila permohonan ditolak, kemudian 

pengaduan terulang kembali sementara mudarat belum terbukti, 

maka hakim mengutus dua orang juru damai dan memutuskan 

perkara sesuai ketentuan pasal-pasal berikutnya. 

7. Pasal 12 

Apabila suami pergi atau tidak hadir selama satu tahun atau lebih 

tanpa alasan yang dapat diterima, maka istri boleh meminta kepada 

hakim agar dijatuhkan talak ba’in apabila ia mengalami kerugian 
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karena jauhnya suami darinya, meskipun suami memiliki harta yang 

dapat digunakan untuk nafkah. 

8. Pasal 13 

Apabila surat dapat disampaikan kepada suami yang tidak hadir, 

hakim menetapkan batas waktu baginya dan memberi peringatan 

bahwa hakim akan menjatuhkan talak terhadap istrinya apabila ia 

tidak hadir untuk tinggal bersama istrinya, tidak memindahkan 

istrinya ke tempatnya, atau tidak menceraikannya. 

Apabila batas waktu tersebut berakhir, sementara suami tidak 

melakukan hal tersebut dan tidak mengemukakan alasan yang dapat 

diterima, maka hakim memisahkan keduanya dengan satu talak 

ba’in. Apabila surat tidak dapat disampaikan kepada suami yang 

tidak hadir, hakim menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa perlu 

memberi peringatan dan tanpa menetapkan batas waktu. 

9. Pasal 14 

Istri dari suami yang dipenjara berdasarkan putusan akhir dengan 

hukuman yang membatasi kebebasan selama tiga tahun atau lebih 

boleh meminta kepada hakim, setelah berlalu satu tahun dari masa 

pemenjaraan suaminya, agar dijatuhkan talak ba’in karena adanya 

kemudaratan, meskipun suami memiliki harta yang dapat digunakan 

untuk nafkah. 

10. Pasal 16 

Nafkah istri atas suaminya ditentukan berdasarkan keadaan ekonomi 

suami, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, tanpa melihat 

keadaan ekonomi istri. 

11.  Pasal 17 

Gugatan nafkah iddah tidak diterima untuk masa yang melebihi satu 

tahun sejak tanggal talak. 

Selain itu, dalam hal terjadi pengingkaran, gugatan waris karena 

hubungan perkawinan dari perempuan yang ditalak tidak diterima 

apabila suaminya meninggal setelah satu tahun sejak tanggal talak. 

12. Pasal 18 

Tidak boleh dilaksanakan putusan nafkah yang dikeluarkan setelah 

berlakunya undang-undang ini untuk masa yang melebihi satu tahun 

sejak tanggal talak. Demikian pula, tidak boleh dilaksanakan putusan 
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yang dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini untuk 

masa setelah putusan tersebut, kecuali sebatas yang melengkapi satu 

tahun sejak tanggal talak. 

13. Pasal 19 

Apabila suami dan istri berselisih mengenai jumlah mahar, maka 

beban pembuktian berada pada pihak istri. Apabila istri tidak mampu 

membuktikannya, maka keterangan suami diterima dengan 

sumpahnya, kecuali apabila suami mengaku jumlah mahar yang 

menurut kebiasaan tidak layak menjadi mahar bagi perempuan 

sepadannya. Dalam hal demikian, hakim menetapkan mahar mitsil. 

Ketentuan yang sama berlaku apabila perselisihan terjadi antara 

salah satu suami istri dengan ahli waris pihak lainnya, atau antara ahli 

waris keduanya. 

14. Pasal 20 

Hakim dapat mengizinkan perempuan pengasuh untuk tetap 

mengasuh anak laki-laki setelah berusia tujuh tahun sampai sembilan 

tahun, dan anak perempuan setelah berusia sembilan tahun sampai 

sebelas tahun, apabila terbukti bahwa kemaslahatan anak 

menghendaki hal tersebut. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

1. Wawancara dengan Amjad Warga Mesir 

Nama : Amjad 

Usia : 47 Tahun 

Pekerjaan : Human Resources Development (HRD) 

Pendidikan : Sarjana Tarbiyah Universitas Al-Azhar 

Status : Menikah, memiliki 2 anak 

Tanggal wawancara : 05 Juli 2026 

Lokasi : Giza, Mesir 

Ringkasan Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amjad, diketahui bahwa ia 

memahami adanya reformasi hukum perceraian yang berlaku di Mesir. 

Menurutnya, salah satu ketentuan yang masih berlaku dalam masyarakat 

adalah kewajiban pembayaran mahr mu'akhkhar (mahar yang 

ditangguhkan) sebagai bagian dari konsekuensi hukum dalam 

perkawinan dan perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek-

aspek perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Mesir masih 

diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. 

Amjad juga menjelaskan bahwa masyarakat Mesir pada 

umumnya telah memahami kewajiban pencatatan talak melalui ma'zun 

atau mekanisme hukum yang ditetapkan negara. Menurutnya, kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perceraian sudah cukup baik 

sehingga aturan tersebut telah dikenal secara luas. 

Meskipun demikian, Amjad mengakui bahwa praktik talak satu 

pihak masih cukup sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Mesir. 

Menurutnya, keberadaan reformasi hukum belum sepenuhnya mampu 

menghilangkan praktik tersebut, meskipun telah terdapat mekanisme 

hukum yang mengatur pencatatan dan pembuktian perceraian. 

Terkait efektivitas reformasi hukum perceraian, Amjad menilai 

bahwa reformasi telah membawa perubahan ke arah yang lebih baik. 

Walaupun belum sepenuhnya mampu mencegah penyalahgunaan hak 

talak, menurutnya telah terdapat perbaikan dibandingkan kondisi 

sebelum adanya reformasi hukum keluarga di Mesir. 
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Pada akhir wawancara, Amjad menyatakan bahwa perempuan 

saat ini memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan 

sebelumnya. Menurutnya, berbagai pembaruan dalam hukum keluarga 

Mesir telah memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak 

perempuan, meskipun implementasinya masih perlu terus 

disempurnakan agar tujuan keadilan dapat tercapai secara optimal. 

2. Wawancara dengan Hani Saad (Warga Mesir) 

Nama : Hani Saad 

Usia : 41 Tahun 

Pekerjaan : Social Worker 

Pendidikan : Magister Tarbiyah Universitas Al-Azhar 

Domisili : Giza, Mesir 

Status : Menikah, memiliki 3 anak 

Tanggal wawancara : 06 Juli 2026 

Lokasi : Giza, Mesir 

Ringkasan Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hani Saad, diketahui 

bahwa ia memahami ketentuan perceraian yang berlaku di Mesir. 

Menurutnya, ṭalāq syafahī (talak secara lisan) masih dikenal dalam 

praktik masyarakat dan dapat menjadi dasar dalam proses penetapan 

hukum melalui mekanisme yang berlaku di pengadilan. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun reformasi hukum telah mengatur 

prosedur administratif perceraian, praktik talak secara lisan masih 

menjadi bagian dari realitas hukum keluarga di Mesir. 

Hani Saad juga menyatakan bahwa masyarakat Mesir pada 

umumnya telah mengetahui adanya kewajiban pencatatan talak melalui 

ma'zun atau lembaga yang berwenang. Dengan demikian, praktik talak 

yang tidak segera dicatatkan bukan disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum, melainkan lebih 

dipengaruhi oleh pelaksanaan hukum dalam praktik. 

Menurut Hani Saad, praktik talak satu pihak masih cukup sering 

terjadi di tengah masyarakat Mesir. Ia berpendapat bahwa reformasi 

hukum yang telah dilakukan belum mampu secara signifikan 

mengurangi penyalahgunaan hak talak oleh suami. Oleh karena itu, ia 
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memandang efektivitas reformasi hukum perceraian masih belum 

optimal dalam mewujudkan tujuan perlindungan hukum. 

Terkait perlindungan perempuan, Hani Saad menyatakan bahwa 

reformasi hukum belum memberikan perubahan yang berarti terhadap 

kondisi perempuan setelah perceraian. Menurutnya, perempuan masih 

menghadapi berbagai persoalan dalam memperoleh perlindungan hukum 

dan pemenuhan hak-haknya sehingga reformasi hukum yang ada belum 

sepenuhnya mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul 

dalam praktik perceraian di Mesir. 
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DOKUMENTASI GAMBAR 

Kegiatan Wawancra oleh saudara Abdur Rahman Muslim, alumni S1 

Syariah wa al-Qanun (Sedang menempuh Pascasarjana fakultas Syari’ah 

wa al Qanun) di Al-Azhar Syarif Kairo, sebagai perwakilan peneliti 

kepada Mariatul Ulfah 

 
Kegiatan wawancara oleh saudara saudara Abdur Rahman Muslim 

sebagai perwakilan peneliti kepada Mariatul Ulfah 
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